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ABSTRAK

:=-i ihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan pemilu serentak pertama di lndonesia yang

,:<aligus akan memilih calon presiden/wakil presiden, calon anggota DpR Rl, DpD Rl, dan

l:lD Provinsi/Kabupaten/Kota. Berbagai analisis memprediksikan bahwa praktik pemilu
..'entak ini akan berlangsung tidak mudah, penuh tantangan, dan berpotensi mengalami

::'ryak persoalan. Sehingga ada anggapan bahwa inilah pemilu yang paling rumit di dunia.

''.ian ini ingin menjelaskan bagaimana tantangan dan potensi kerawanan pemilu 2019 di

-:-'rpung, serta bagaimana antisipasinya. Hasil analisis menjelaskan bahwa tantangan
:::ensial Pemilu 201-9 berkualitas dan berintegritas di Lampung pada faktor politik uang,

:: aksanaan kampanye, penggunaan fasilitas negara dan daerah. Sedangkan potensi

':rawanan berdasarkan prediksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia
3awaslu Rl) bahwa indeks kerawanan Pemilu 2019 di Lampung termasuk pada kategori yang

: ^ggi (49,56). Berdasarkan IKP Pilkada 201-8 di Provinsi Lampung, potensi kerawanan tertinggi
::rdapat pada dimensi partisipasi, di mana variabel pengawasan masyarakat menunjukkan
^deks cukup tinggi dan diikuti variabel hak pilih (lKP Pilkada 201-8: 55). Sementara, pada

:'mensi penyelenggara pemilu potensi kerawanan yang perlu diantisipasi pada variabel
^tegritas dan profesionalitas penyelenggara. Oleh karena itu, berlandaskan pada tantangan
:an kerawanan tersebut perlu diantisipasi dengan mendorong partisipasi aktif kelompok-
<e ompok masyarakat sipil (NGO, perguruan tinggi, media massa) untuk melakukan kontrol
:erhadap: praktik politik uang, dana kampanye, serta penyalahgunaan fasilitas dan kebijakan

:emerintah sebagai instrumen pemenangan. Penguatan kontrol masyarakat sipil akan
.1enghasilkan proses pemilu yang berkualitas, dan akhirnya akan menghasilkan pemilu yang

:e rintegritas.

(ata Kunci: Pemilu 2019, Tantangan, Kerawanan, lntegritas
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ABSTRACT

The 2019 General Election (Pemilu) is the first simultaneous election in lndonesia which will

simultaneously elect a presidential/vice-presidential candidate, a candidate of the member of

the Republic of lndonesia Parliament, the DPD Rl or the lndonesian Regional Representative,

and the provincial/Regency/City assembly.- Various analyzes predict that the practice of

simultaneous elections that will take place is not easy task for lndonesia, it is full of challenges

that need to be dealt with, and it has also the potential to create numerous problems. As the

result, this is presumably as the complicated election in the world. This study wants to explain

how the challenges and potential vulnerability of the 2019 Election in Lampung, and how to

anticipate it. The results.of the analysis explain that the potential challenges of the 2019

Election are on the quality and integrity of the Lampung's election especially on the factors of

money politics, campaign implementation, usage of state and local government facilities.

While the potential weaknesses is based on the predictions of the Republic of lndonesia

General Election Supervisory Board (Bawaslu), the 201-9 Election vulnerability index in

Lampung is under the high category (49.56). Further, based on the 2018 Pilkoda Election in

Lampung Province, the highest potential vulnerability is in its participation, where the public

supervision variable shows a fairly high index and it is followed by the voting right factor (lKP

pilkada 2018: 55). Meanwhile, the dimensions of election organizers have the potential for

vulnerability which needs to be anticipated especially in the context of integrity and

professionalism of the election organizers. Therefore, based on challenges and vulnerabilities

that need to be anticipated, encouraging the active participation of civil society groups such as

NGOs, universities, mass media to exercise control over the practice of money politics,

campaign funds, and misuse of government facilities and policies. Strengthening the control of

civil society will result in a a good quality electoral process, and finally it will result in elections

with a high integrity.

Keywords: 2019 Election, Challenges, Vulnerability, lntegrity

PE\DAHULUA\
Pelaksanaan pemilu 2019 yang

berkualitas. berinregritas, transparan,

dan akuntabel. merupakan salah satu

tuJuan yang hendak dicapai dari

praktik demokrasi substantif. Namun,

proses menuju konsolidasi demokrasi

di Indonesia tidak selamanya berjalan

mulus. Secara teoritis dan empiris

masih banyak ditemui hambatan-

hambatan yang mengganggu Proses

dan hasil pemilu. Akibatnya kualitas

demokrasi belum tenvujud secara

substansial.

Undang-undang memang telah

menggariskan bahwa visi-misi pemilu

adalah untuk mengawal pergantian

kekuasaan dan mewujudkan
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pemerintah an yang demokratis. Tetapi

secara empirik, antara partai politik

dan rukyat sebagai konstituen

mempunyai logika yang berbeda dalam

memandang pemilu. Logika utama

partai adalah menggunakan pemilu

untuk memobilisasi dukungan rakyat

sekaligus untuk meraih kemenangan

dan kekuas aan. Bagi r akyat ada banyak

logika yar,g beragam. Ada yang

menilai bahwa pemilu sebagai proses

untuk membangun pemerintahan yang

efektif. Pada level yang lebih rendah,

ada yang menganggap pemilu sebagai

tempat untuk menyalurkan aspirasi dan

tuntutan rakyat melalui partai. Tetapi

banyak elemen rakyat yata9

memperlakukan pemilu sebagai " aJarrg

pesta" secara massal, misalnya sebagai

ajang untuk berlomba mobilisasi massa

maupun keras-kerasan suara knalpot,

musik dangdut, memperoleh atribut-

atribut partai secara gratis, menerima

sembako atau sekadar uang bensin.

Ketika pemilu usai, pesta pun berakhir.

Rakyat akhirnya merana dan tertipu

oleh kelakukan politisi setelah mereka

memperoleh kekuasaan dan kekayaan

(Eko,2014: 1).

Untuk itu, aEff demokrasi

substanstif termanifestasi dalam

pemilu 2019 yang berkualitas dan

berintegritas, diperlukan partisipasi

aktif dari para pemangku kepentingan,

kelompok masyarakat sipil, dan

berbagai pihak lain.

PEMILU BERKUALITAS DAN

BERINTEGRITAS

Pemilu yang berkualitas adalah

pemilu yang berlandaskan pada asas-

asas demokrasi. Pasal 228 Ayat (1)

UUD 1945 telah menentukan enam

ukuran pemilu demokratis: langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kemudian berbagai UU Pemilu

menambahkan dua kriteria lagi:

transparan dan akuntabel.

Bawaslu RI (2018: 4'7)

mengukur indeks kerawanan pemilu

2019 (IKP 2019) dengan

menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi

utama-yang dijadikan sebagai alat

ukur bagi penyelenggaraarL pemilu yang

demokratis, berkualitas, dan

bermartabat. Keempat dimensi tersebut,

adalah: (1) konteks sosial politik, (2)

penyelenggaraan pemilu yang bebas dan

adil, (3) kontestasi, dan (4) partisipasi.

Dimensi konteks sosial politik

dijabarkan ke dalam subdimensi:

keamanan, otoritas penyelenggara

pemilu, penyelenggara fiegara, dan

relasi'kuasa di tingkat lokal. Dimensi

pemyelenggaraan pemilu yang bebas

dan adil dirinci ke dalam subdimensi:

hak pilih, kampanye, pelaksanaan

pemungutan suara, ajudikasi keberatan

pemilu, dan pengawasan pemilu.

Dimensi kontestasi dirinci ke dalam

subdimensi: hak politik terkait gender,

representasi minoritas, dan proses

pencalonan. Sedangkan dimensi
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partisipasi dijabarkan ke dalam

subdimensi: partisipasi Pemilih,

partisipasi partai, partisipasi kandidat,

dan partisipasi publik.

Sedangkan Ramlan Surbakti

(2014:6) merumuskan pemilu yang adil

dan berintegritas dengan

memadukan electoral . integrity dan

electoral .iustice sebagai parameter

pemilu demokratis. Menurut Surbakti,

pemilu berintegritas dan adil ditandai

tujuh kriteria:

1. Pemilu adil dan berintegritas adalah

kesetaraan antarwatga negara, baik

dalam pemungutan dan

penghitungan suara maupun dalam

alokasi kursi DPR dan DPRD dan

pembentukan daerah p emilihan.

2. Pemilu adil dan berintegritas adalah

kepastian hukum yang dirumuskan

berdasarkan asas

demokratis.

pemilu

Pemilu adil dan berintegritas adalah

persaingan bebas dan adil

antarkontestan pemilu.

Pemilu adil dan berintegritas adalah

partisipasi seluruh pemangku

kepentingan dalam seluruh

rangkaian penyelenggaraan tahaP

pemilu.

Pemilu adil dan berintegritas adalah

badan penyelenggara Pemilu Yang

profesional, independen, dan

imparsial.

Pemilu adil dan berintegritas adalah

integritas Pemungutan,

penghitungan, tabulasi, dan

pelaporan suara pemilu.

7. Pemilu adil dan berintegritas adalah

penyelesaian sengketa pemilu yang

adil dan tepat waktu.

TANTANGAN DAN KERAWANAN

PEMILU 2019 DI LAMPUNG

Pemilu 2019 meruPakan Pemilu

serentak pertama di Indonesia, di mana

pemilih akan melakukan pencoblosan

surat suara secara bersamaan baik untuk

calon presiden/wakil presiden, calon

anggota DPR RYDPD RI, dan DPRD

ProvinsilKab/Kota. Berbagai analisis

menunjukkan bahwa Praktik Pemilu

serentak ini akan berlangsung tidak

mudah, penuh tantangan, dan berpotensi

mengalami banyak persoalan. Dr antata

tantangan yang akan dihadapi adalah

adanya paktik pemilu yang sama sekali

berbeda dengan sebelumnya; baik dari

segi teknis pelaksanaan, situasi politik,

kondisi sosial masyarakat, dan pola-

pola kampanye; yang akan

menghasilkan potensi kerawanan pada

variasi dan tingkatan yang berbeda pula

(rKP201e).

Menurut Komisi Global (2012: 6), ada

lima tantangan untuk menciPtakan

pemilu berintegritas:

1. membangun negara hukum untuk

menjamin HAM dan keadilan

pemilu;

2. membangun penyelenggara pemilu

yang independen, profesional, dan

う
０

4

5.

6.
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sehingga dipercaya

-: menciptakan institusi dan norna
multiparlai yang kompetitif dan

pembagian kekuasaan yang

mendukung demokrasi sebagai

ststem jaminan keamanan bersama

di antara pesaing politik;
-: menghilangkan hambatan hukum,

politik, administratif, ekonomi, dan

sosial untuk partisipasi politik yang

universal dan setaral dan

5. mengatur keuangan politik yang tak

terkontrol, tak transparan, dan

remang-remang (tidak j elas).

Adapun menurut Indonesia

Comrption Watch (2014), problem

rendahnya integritas pemilu disebabkan

trleh (1) maraknya praktek politik
rransaksional negatif (politik uang), (2)

dana kampanye haram sebagai modal
politik, dan (3) penggunaan fasilitas

negara dan daerah; yang digunakan

sebagai instrumen pemenangan. Jenis

politik uang antara lain: pertama, politik
uang oleh kandidat terhadap partai (ual
beli nominasi kandidat, canclidacy

buying). Kedua, politik uang oleh

kandidat terhadap pemilih (vote

buying). Ketiga, politik uang terhadap

penyelenggara pemilu (electoral .fraud,
suap, jual beli C6).

Problem dana kampanye, antara

lain, ada manipulasi dalam pelaporan,

ada ketidak-patuhan terhadap

mekanisme pelaporan, dan kualitas

pelaporan dana kampanye. Laporan dana

kampanye cenderung bersifat

administratif dan formalitas. parpol, calon

anggota legislatif, atau pur calon presiden

dan wakil presiden tidak memasukkan

pemasukan dan pengeluaran kampanye

secara jujur dan utuh ke KPU. Sedangkan,

modus pelanggaran dalam hal
penggunaan fasilitas negara dan daerah,

antara lain: penggunaan fasiltas

kedinasan berupa kendaraan dinas,

penggunaan rumah dinas, penggunaan

kantor-kantor pemerintah dan

kelengkapannya untuk kegiatan

kampanye. Bisa juga pejabat/birokrat

mengeluarkan instruksi formal dan

informal kepada ASNIPNS untuk
dukungan ke partan/kandidat tertentu,

serta mengeluarkan kebijakan yang

menguntungkan peserta pemilulkandidat

tertentu.

Sedangkan berdasarkan kajian
Bawaslu RI bahwa Indeks Kerawanan

Pemilu 2019 di Lampung termasuk

pada kategori yang tinggi (49,56).

Menurut IKP (2018: 6), kerawanan

didefinisikan sebagai, "segala hal yang
menifibulkan gangguan dan berpotensi

menghambat proses pemilihan umum

yang inklusf dan benar." IKp 2019

menggunakan 3 (tiga) kategori

kerawanan, yaitu: tinggi, sedang, dan

rendah. Kategori-kategori tersebut

mencakup indikator-indikator di setiap

titik tahapan dalam pemilu-baik
sebelum, pada saat, dan setelah

pemungutan suara. Menurut hasil

kompeten

publik;
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Indeks Kerawanan Pemilihan Umum

tahun 2}lg untuk tingkat Provinsi

menunjukkan terdapat beberapa daerah

yang tingkat kerawananflya di atas rata--

rata nasional, termasuk ProvinSi

Lampung; Yaitu PaPua Batat, PaPua'

Maluku rJtata, Aceh, Sulawesi

Tenggara, Sulawesi '' Selatan, Maluku'

Lampung, Sumatera Barat, Jambi' DI

Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat' Nusa

Tetggata Timur, Sulawesi lJtara' darr

Sulawesi Tengah (IKP 2019: 7)'

Merujuk Pada keseluruhan

indeks di tingkat provinsi, rata-rata

pengaruh terbesar kerawanan pemilu

tahun 2Ol9 adalah penyelenggaraan

pemilu yang bebas dan adil serta terkait

dimensi kontestasi. Selain asPek

penyelenggataarl dan kontestasi'

persoalan kepemiluan yang tetap perlu

menjadi perhatian sehingga potensial

mempengaruhi kerawanan tinggi

berturut-turut adalah isu hak Pilih'

kampanYe, Pelaksanaan Pemungutan

suara, ajudikasi keberatan Pemilu'

pengawasan pemilu, representasi gender

dan representasi minoritas, serta proses

pencalonan (IKP 2019: 7-8)'

Sedangkan berdasarkan IKP

Pilkada 2018 di Provinsi Lampung (IKP

Pilkada 2018: 55), potensi kerawanan

tertinggi terdaPat Pada dimensi

partisipasi (2,50), di mana variabel

pengawasan masyarakat menunjukkan

indeks cukup tinggi (3,50) dan diikuti

variabel hak Pilih (3,00)' Hal ini

berkaitan dengan tidak adanya lembaga

pemantau, NGO, atau CSO Yang

mclttkan pemantauan dan

memberikan laporan. Sementara, pada

dimensi penyelenggara pemilu (2'22)

potensi kerawanan Yang Perlu

diantisipasi pada variabel integritas

(2,00)  dan profesionalitas

penyelenggara (3,00). Hal ini terkait

dengan KePutusan DKPP YarLg

menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi

Lampung lalai dalam Penindakan

pelanggaran pembagian gula oleh salah

satu pasangan calon Gubernur Lampung

pada pilkada tahun 2Ot4' Ditambah

lagi, pada Pemilu Legislatif 2014

terdapat Putusan DKPP Yang

memutuskan PPK dan Panwaslu di-

Tulang Bawang Barat diberhentikan

sementara (IKP 2018: 55)'

Di samPing itu, Pada Pemilu

Legislatif 2014 juga terdapat putusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Lampung yang memberhentikan Ketua

dan Anggota KPU KabuPaten LamPung

Barut (TemPo.Co: 7 Juni 2014)'

Keputusan itu diambil setelah Majelis

Hakim Pengadilan Negeri

Tanjungkarang memvonis enam bulan

penjara bagi lima komisioner KPU

Kabupaten LamPung Barat dalam

perkara pidana pemilu (Republika'Co:

11 Juni 2014). KPU Provinsi LamPung

juga menonaktifkan beberapa anggota

KPU daerah lain karena melanggar

kode etik, Yakni satu anggota KPU

Kabupaten Tulangbawang Barat yang

dinonaktifkan sementara selama 60 hari;
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lan satu anggota KPU Kabupaten

Tulangbawang. Sedangkan lima

:nggota KPU Kota Bandar Bandar

Lampung mendapat teguran tertulis

karena kasus kelebihan kartu suara.

S-ddangkan pada dimensi

kontestasi (2.12) potensi rawan yang

perlu diantisipasi pada variabel

kampanye, yakni penggunaan materi

\ampanye yang mengandung isu

SARA, fitnah (hoax), hasutan, dan adu

domba. Hal ini terkait dengan Pemilu

Legislatif dan Presiden 2014, di mana

penyalahgunaan media sosial unttk
kampanye jahat terjadi di Larnpung.

.Tu,sa penggunaan politik uang dengan

nrodus pembagian keperluan pokok

terupa gula oleh pasangan calon

gubernur dan calon 'anggota legislatif

rIKP 2018: 55).

MENDORONG PEⅣ IILU 2019

BERKUALITAS DAN

BERINTEGRITAS

Pernilu  tahun  2019  adalah

momen  awal  pe■lilu  serentak  di

hdonesia   menttu   kOns01idasi

demohasi substantil C)leh karcna im,

penting mendorong pattisipasi aktif

masyarakat dalam pengawasan, yaltu

pcngawasan  tcrhadap  politik  uang,

pengawasan dana kampanye, scrta

pengawasan terhadap pcnyalahgunaan

fasil■ as dan kebiiakan pemcrintah

sebagaiinstrumen pemenangan.

Karena  ittl,  semua  pihak  harus

mendorong   agar   penyelcnggaraan

Pcnlilu 2019 dapat bcrhasil dcngan

sukscs,bcrkualitas,dilandasi IInoral dan

integritas tinggi, bukan hanya sekedar

mencapai kcmcnangan tapl t～雲健曇
k可可uran dan kcadilan, scia tidak

mcrcndahkan martabat bangsa. Ⅳlodal

terbesar agar tc椰叫jud pcmilu yang

bcll.lartabat  adalah  manakala  sctiap

orang  ikhlas  dan  rcla  membentulc

dil三nya sebagai warga negara yang baik.

Warga ncgara yang baik bukan hanya

sckadar lnclniliki E¨KTP,namlln hanls

mempunyai lima krite五 a.Pertama,VVNI

tahu persis hak¨haknya dan pandai

mCttaga halmya scndi五 .Kcdua,WNI
yang tahu persis hak― hak orang lain dan

pandai menghargai kew句 lban ttas halc

orang lain. Ketiga, bertumpu pada diri

scndiri dan tidak bcrtumpu pada orang

lain. Keempat, tidak pasif harus aktif

Kelima,WNI yang beゴ uang dengan

cara clegan tanpa mcnccderai hak orang

lain(Huscin,2014:56).

Dalam pclllilu yang bcrlnartabat,

setiap warga negara harus bebas dalal■

mengekspreSikan  hak¨ hak  dasamya,

bukan hanya bcbas, tetapi 恥「NI yang

mcmenuhi  hak  pilih  harus  bisa

menentukan pilihallllya sccara mandi五 ,

tanpa  ada  paksaan  dan  intimidasi

kcpada pelnilih dari pihak manapun,

tanpa politik uang scrta ilning¨ ilning

apaplln.  Pellnilu  yang  cerdas  dan

bellllartabat harus terbebas dan praktik―

praktik yang tidak terptti scpe■ 1

rllu

san

insi

)tua

ung
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mclekayasa Lan manipulasi suara,slak

繭 sl pOlitik harus dipel‐keras

masa pend aftaran pemilih, pelaksanaan untuk melas'an lo gika-logika kekuasaan

yang dkedePankan Partai' serta

memaksa Partai lebih sensitif dan

mempunyai komitmen Pada suara

rakYat.

kampanYe, Pemungutan suara'

perhitungan suara hingga penetapan

hasil perhitungan suara' Di sinilah perlu

kejujuran, objektivitas dan tanggung

jawab moral penyelenggara

pemilu/Pilkada mulai dari KPU RI'

KPU Provinsi, KabuPaten/Kota' PPK'

PPS dan KPPS di TPS-TPS' Bawaslu

RVProvinsi, Panwas Kabupaten/Kota'

Panwas Kecamatan, Pengawas

Pemilihan LaPangan dan Pengawas

TPS,

Menurut Sutoro Eko (2014)' terkait

dengan haraPan di atas ada tiga

persoalan yang perlu disikapi oleh

kelompok masyarakat sipilimadani'

Pertama, perlunya menggeser wacana

pemilu Yang berPusat Pada Partai

kepada wacana Yang berPusat Pada

masyarakat. Analisis politik harus

digeser dari sistem dan prosedur pemilu'

kalkulasi peta kekuatan partai dan

prediksi perolehan suara dalam pemilu'

menuju pemetaan problem dan potensi

kekuatan partisipasi masyarakat'

Analisis politik konvensional yang

berPusat Pada Partai hanYa akan

memberi manfaat kepada partai' hanya

digunakan sebagai referensi partai untuk

mengatur strategi Pemenangan dan

mobilisasi massa' Sebaliknya' analisis

politik yang berpusat pada masyarakat

akan mempunyai kontribusi terhadap

penguatan masyarakat dalam pemilu'

Seruan-seruan Yang memPerkuat

Kedua, mengeraskan suara-

suara kritis rakyat biasa (ordinary

people) untuk tidak memberikan

mandat pada politisi (calon pemimpin)

yang tidak PunYa visi, koruP' dan

berdosa. Para pemilih tidak boleh silau

dan terpesona Pada Pata Politisi

kondang Yang hanYa mengandalkan

kebesaran nama atau kemamPuan

simbolik tetapi tidak kompeten' tidak

punya visi, aPalagt telah terbukti

berdosa. Pemilih harus berani dan

kritis menentukan PemimPin Yang

transformatif, visioner, bersih dan

berani mengambil risiko' Jika para

pecundang dan Pendosa dibiarkan

hadir, maka Indonesia akan lebih

merana ke dePan (Eko, 2014)'

Ketiga, membuat Pemilu 2019

bukan sekadar ajang kompetisi politisi

dan mobilisasi massa' melainkan

sebagai arena baru untuk "kontrak

sosial" antata Partai dan rakYat

konstituen' Ruang-ruang publik harus

diperluas dan diisi dengan wacana

tentang visi Indonesia baru jangka

panjang dan suara-suara kritis

masyarakat terhadap partai maupun

pemerintahan. KamPanYe Pemilu'

hendaknya jangan hanya menjadi ajang

"obral janji" politisi tetapi harus
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--:riadi langkah awal kontrak sosial

.:gka panjang antara partai dengan
.- -,nstituen. Kontrak sosial digunakan

-:.t-.rk membangun visi bersama,

: :mastikan agenda perubahan, menguji

!::rasitas dan integritas partai, menuntut

:.rezungjawab dan konsistensi partai,

:-:mastikan traktat dan hukuman-

: *k-uman yang harus diterima oleh

:.rtai yang tidak akuntabel, serta

:'.:mastikan hak-hak masyarakat untuk

::en_shukum pejabat publik yang

- -'rdosa. Masyarakat jangan sampai

::emberikan mandat kepada politisi atau

:.rtar teftentu jika proses dan substansi

:.lrtrok sosial tersebut belum tercapai

:ko.2014).

PENUTUP

?emilu 2019 yang berkualitas dan

:erintegritas akan terwujud apabila

::rrealisasikannya enam faktor, yaitu:

:eeulasi yang jelas dan adil, peserta

:emilu yang kompeten, birokrasi yang

netral, penyelenggara yang profesional

dan imparsial, masyarakat yang

partisipastif & pemilih yang cerdas

rasional, serta pemerintah yang

niemfasilitasi (keamanan dan ketertiban.

dan lain-lain).

Proses pemilu 2019 yang berkualitas

akan bermuara pada hasil pemilu yang

berintegritas. Pemilu berintegritas akan

menjadi umpan-balik (feed back) bagi
meningkatnya partisipasi pemilih pada

pemilu berikutnya. Tingginya

partisipasi pemilih akan meununjukkan

bahwa pemilu mendapat pengakuan dan

kepercayaan masyarakat, sehingga akan

mudahkan tercapainya tujuan pemilu itu
sendiri, yaitu: 1) membangun

keterwakilan politik; 2) mewujudkan

integrasi nasional; 3) menghasilkan

pemerintahan efektif; dan 4)

menciptakan kontrol atas pemerintahan

yang bertanggung jawab. Sedangkan,

pemerintahan yang efektif, antara lain

dicirikan oleh tingkat pengakuan dan

kepercayaan yang kuat/tinggi; mampu

menjalankan fungsi legislasi secara

produktif; memiliki kinerja baik dan

capaian pembangunan riil; serta

terciptanya penegakan hukum.
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